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I K H T I S A R  E K S E K U T I F  ( E X E C U T I V E  S U M M A R Y )
Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-Pan) Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Kinerja. Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang
diberikan, Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus telah menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 dan Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi Peradilan dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Tangerang
Kelas IA Khusus.

Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya pada tahun anggaran 2025 telah melaksanakan 2 (dua) program/kegiatan
yang ingin dicapai yaitu:
1.Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan program tersebut di atas, telah pula ditetapkan 3 (tiga) sasaran
strategis, antara lain:
1.Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
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Adapun sumber Dana Keuangan DIPA 01 Tahun Anggaran 2025 Pengadilan Negeri
Tangerang Kelas IA Khusus yang berasal dari Anggaran Mahkamah Agung RI sebesar
Rp30.607.708.000,00 (tiga puluh milyar enam ratus tujuh juta tujuh ratus delapan ribu
rupiah). Sedangkan DIPA 03 Tahun Anggaran 2025 yang berasal dari Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum sebesar Rp564.070.000,00 (lima ratus enam puluh empat juta
tujuh puluh ribu rupiah) untuk Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang
pengelolaannya dilaksanakan untuk Biaya Percepatan Penyelesaian Perkara di
Lingkungan Peradilan Umum, Bantuan Pembebasan Biaya Perkara dan Penyediaan Pos
Bantuan Layanan Hukum pada Pengadilan Negeri Tangerang Kelas IA Khusus.


